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UNVERSITAS TERBUKA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
KEMITRAAN STRATEGIS

NOMOR : T/9081/UN31.FHISIP/HK.08.00/2024
NOMOR : 7336/UN17.2/HK.07.00/2024

Pada hari ini, Jumat, tanggal Dua Puluh Enam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-07-
2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I.  Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si., Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan
Keputusan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2436 TAHUN 2024 Tanggal 20 Mei 2024 dan
bertindak  berdasarkan ~ Surat Kuasa  Rektor  Universitas ~ Terbuka  Nomor. -
T/2490/UN31.WR4/HK.08.00/2024 tanggal 24 Juli 2024, dengan demikian berwenang "

bertindak untuk dan atas nama Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, -

alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437, untuk -
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; :

II.  Dr. Finnah Fourqoniah, S.Ses., M.Si., Dekan Fakultas [lmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan
Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2043 Tahun 2023 tanggal 28 Juli 2023,
dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan IImu
Politik Universitas Mulawarman, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tanah Grogot,
Kampus Gn. Kelua, Samarinda, Kalimantan Timur 75117, untuk selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi
dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk
melakukan kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta
Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki
PARA PIHAK dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat serta Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
1. bidang pendidikan dan pengajaran:
a. pengembangan kurikulum;
b. pengembangan bahan ajar dan bahan ujian;
c. pertukaran dosen atau narasumber kegiatan; dan
d. pertukaran mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
2. bidang penelitian dan kajian ilmiah:
a. penelitian kolaborasi; dan
b. publikasi ilmiah, pertukaran reviewer, dan editorial team sesuai dengan kesepakatan PARA
PIHAK.
3. bidang pengabdian kepada masyarakat dan penunjang:
a. pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa;
b. Praktik Kerja Lapangan (PKL) kolaborasi; dan
c. penunjang Tridharma Perguruan Tinggi, termasuk pelaksanaan bersama forum ilmiah
(meliputi: pelatihan, lokakarya, seminar, simposium, konferensi, dan workshop) sesuai
dengan kemampuan dan kesepakatan PARA PIHAK.
4. bidang kemitraan strategis.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PARA PIHAK berhak untuk:
a. melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan kurikulum dan
bahan ajar, pertukaran dosen, studi banding untuk dosen dan mahasiswa, mengundang
narasumber, dan memfasilitasi pertukaran mahasiswa;
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melakukan kegiatan bidang penelitian meliputi kegiatan penelitian dan kajian ilmiah serta
bidang pengabdian kepada masyarakat untuk dosen dan mahasiswa;

dalam pelaksanaannya, PARA PIHAK memiliki hak yang sama untuk menginisiasi
adanya kolaborasi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi;

PIHAK yang diajak berkolaborasi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi oleh
PIHAK penginisiasi berhak menerima atau menolak ajakan kolaborasi tersebut dengan
mempertimbangkan kebutuhan institusi, tujuan/visi-misi institusi,
ketersediaan/kemampuan sumber daya, dan/atau terdapat pertimbangan lainnya;

PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA mempunyai hak yang sama untuk menjadi
lead project sesuai dengan kesepakatan bersama ; dan

PIHAK yang menjadi /lead project dalam aktivitas kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi
berhak menjadi institusi yang disorot utama dalam publikasi, laporan, dan/atau
pemberitaan media dengan tetap mengikutsertakan nama PIHAK yang menjadi anggota.

(2) PARA PIHAK berkewajiban untuk:

a.

b.

bersama-sama melaksanakan kegiatan sesuai kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama
ini;

saling menjaga kerahasiaan dan kepentingan selama kerja sama berjalan bersama-sama
menjaga kelancaran dan kenyamanan selama pelaksanaan kerja sama;

menjalankan tugas yang telah ditentukan bersama dengan penuh tanggung jawab;
transparan dalam setiap kegiatan dan melaporkan kegiatannya satu sama lain sesuai
kebutuhan;

memberikan akses dan kemudahan antara satu sama lain untuk melakukan kegiatan
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan

secara bersama-sama saling bergantian menjadi penyelenggara program-program yang
disepakati, yang diatur kemudian dalam Implementation Arrangement (14).

PASAL 4
PELAKSANAAN

(1) Pelaksana Perjanjian Kerja Sama dari PARA PIHAK adalah:

PIHAK KESATU PIHAK KEDUA

S-1 Ilmu Administrasi Negara. S-1 Administrasi Publik
S-1 Ilmu Administrasi Bisnis. S-1 Ilmu Pemerintahan

S-1 Ilmu Pemerintahan, S-1 Pembangunan Sosial
S-1 Ilmu Komunikasi. S-1 Hubungan Internasional
S-1 Sosiologi S-1 Ilmu Komunikasi

S-1 Ilmu Perpustakaan S-1 Administrasi Bisnis

S-1 Sastra Inggris S-1 Psikologi

D-4 Kearsipan S-1 Pemerintahan Integratif
S-1 Ilmu Hukum S-2 Administrasi Publik

S-1 Perpajakan S-2 Ilmu Pemerintahan

D-3 Perpajakan
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(2) Setiap kegiatan kerja sama yang melibatkan PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam
Implementation Arrangement (IA) yang bersifat kelembagaan dan dengan koordinasi yang
memungkinkan terwujudnya tujuan kerja sama.

(3) PARA PIHAK bersepakat untuk menunjuk Koordinator Pelaksana kerja sama.

(4) PARA PIHAK dapat melibatkan unit ataupun lembaga kajian dibawah unit
fakultas/universitas.

PASAL 5
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK sepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan
tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan kesepakatan bersama.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran
PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya, atau sumber pembiayaan lain yang sah dan
tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani,
dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 8
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

PASALY9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

(1) Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar
kekuasaan PARA PIHAK, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, hura-hura, epidemik,
kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang,
kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari salah satu pihak ketiga yang
jasanya dimanfaatkan oleh salah satu PIHAK, yang menghalangi secara langsung atau tidak
langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

/] |
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(2)

3)

PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar (Force Mejeure) wajib memberitahukan
kepada PIHAK lainnya mengenai terjadinya peristiwa tersebut paling lambat dalam waktu 14
(empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa Keadaan Kahar (Force Majeure)
tersebut.

Keadaan Kahar (Force Majeure) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian
Kerja Sama ini, baik sebagian maupun seluruhnya, bukan merupakan alasan untuk
pengakhiran atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama, akan tetapi hanya merupakan keadaan
yang menangguhkan Perjanjian Kerja Sama sampai Keadaan Kahar (Force Majeure) berakhir.

PASAL 10
PENYELESAITAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap isi Perjanjian Kerja Sama
maupun karena hal-hal yang tidak tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan oleh
PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

(1)

PASAL 11
KORESPONDENSI

Setiap korespondensi antara PARA PIHAK terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus
disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik (surel/e-
mail) ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TERBUKA

Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten,
15437

uwp : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Layanan Pembelajaran, dan Kerja Sama

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Telepon : (021) 7490941 ext. 1901
Fax :(021) 7434391
E-mail : flisip@ecampus.ut.ac.id atau dekanfhisip@ecampus.ut.ac.id

PIHAK KEDUA:

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Dekanat FISIP Universitas Mulawarman, Jalan Tanah Grogot Kampus Gn. Kelua
Samarinda, Kalimantan Timur 75123

u.p : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama
No. Hp : 08125397349
Fax D -

E-mail : kerjasama@fisip.unmul.ac.id
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(2) PARA PIHAK dapat melakukan perubahan data korespondensi sebagaimana tersebut pada
ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang melakukan perubahan harus memberitahukan kepada
Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal perubahan.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan persetujuan PARA PTHAK.

(2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur
kemudian dalam bentuk Adendum dan/atau Amandemen berdasarkan kesepakatan PARA
PIHAK, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 13
JAMINAN PARA PIHAK

Dalam hal PARA PIHAK penanda tangan Perjanjian Kerja Sama ini tidak lagi menduduki
jabatannya, maka kedudukan dan tanggung jawab pelaksanaan penugasan pekerjaan sebagaimana
tercantum pada Perjanjian Kerja Sama ini beralih kepada pejabat penggantinya.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun
sebagaimana disebutkan pada bagian awal, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, di atas kertas
bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama
setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

l

A
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